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Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) is a manifestation from government 
program to realize legal certainty of land rights holder, especially at region where there found 
many land have not been registered, productive area and high developing area. Source of 
operational expenses PTSL as written on Article 15 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan 
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap that the expenses source were from 
government and/or society. Oftentimes, the phrase has been utilized by village staff for collecting 
additional cost unlawfully. As case abuse of authority at Telaga Jernih Village, Langkat Regency, 
North Sumatera Province, the village staffs have done crime of extortion action to the villagers by 
collecting additional cost in PTSL unlawfully with a intimidation if the additional cost is not be 
paid, certificate of land rights will be cancelled. Therefore, author interested to arrange this article 
with a purpose to find out more about source of financing PTSL which oftenly it was used by Village 
Staff to collect additional cost from villager/land registration applicant unlawfully. 
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Abstrak 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu wujud dari program 
pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah, terutama pada 
daerah-daerah yang mayoritas bidang tanahnya belum didaftarkan, daerah produktif dan potensi 
pembangunannya tinggi. Sumber biaya pelaksanaan PTSL sebagaimana menurut Pasal 15 
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap berasal dari pemerintah dan/atau masyarakat. Frasa tersebut seringkali dimanfaatkan 
oleh pejabat desa/kelurahan untuk memungut biaya tambahan yang tidak wajar. Seperti halnya 
kasus penyalahgunaan kewenangan yang terjadi di Desa Telaga Jernih Kabupaten Langkat 
Provinsi Sumatera Utara, dimana perangkat desanya melakukan tindak pidana pemerasan terhadap 
warganya sendiri dengan cara memungut biaya pendaftaran tanah tanpa berdasar peraturan 
apapun disertai dengan ancaman jika biaya tersebut tidak dapat dipenuhi maka sertifikat akan 
dibatalkan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menyusun artikel ini dengan tujuan untuk 
mengetahui lebih jauh terkait pembiayaan program PTSL yang seringkali dimanfaatkan oleh 
Pejabat Desa untuk memungut biaya tambahan kepada warganya melebihi batas ketentuan yang 
diperbolehkan.  
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